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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda
tangan di bawah ini :

Nama - Dr. Trio Beni Putra, SE., MM
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan
Statistik

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. Erisman Yahya

Jabatan . Pj. Bupati Indragiri Hilir

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target
kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Tembilahan, Januari 2025
Pihak Kedua Pihak Pertama

%\, ,
H. Erisman Yahya Dr. Trib Beni Putra, SE., MM



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

NO | SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN | TARGET
1 2 3 4 5
Meningkatnya Persentase Layanan Publik Persen 100
1 | Pelayanan Administrasi | yang diselenggarakan
Pemerintahan secara secara online dan
elektronik dan terIntegrasi
Penyelenggaraan Persentase Organisasi Persen 75
Informasi Pelayanan Perangkat Daerah (OPD)
Publik Terintegrasi yang terhubung dengan
jaringan Intra pemerintah
yang disediakan oleh Dinas
Komunikasi Informatika,
Persandian dan Statistik
Cakupan Data dan Persen 100
Informasi yang tersedia
secara online dan
terintegrasi
Persentase Tingkat Persen 74
Keamanan Data dan
Informasi Pemerintah
Daerah
2 | Meningkatnya Nilai AKIP Dinas Nilai BB
Akuntabilitas Kinerja Komunikasi, Informatika, (73)
Dinas Komunikasi, Persandian Dan Statistik
Informatika, Persandian | Kab. Inhil
dan Statistik Kab. Inhil
No. Program Kegiatan Anggaran
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Rp. 7.388.261.453,- APBD
Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Informasi dan Rp. 6.502.655.750,- APBD
Komunikasi Publik
3. Program Penyelenggaraan Statistik Rp. 69.359.000,- APBD
Sektoral
4. Program Penyelenggaraan Persandian Rp. 34.588.000,- APBD
Untuk Pengamanan Informasi
Jumlah Rp. 15.107.125.968,- APBD
Tembilahan, Januari 2025
Pihak Kedua Pihak Pertama

H. Erisman Yahya

Dr. Trio Beni Putra, SE., MM




LAMPIRAN PEMENUHAN DATA SEKTORAL
KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

NO

JENIS DATA SEKTORAL

SATUAN

TAHUN
DATA

TARGET
PEMENUHAN

Nama Domain Pemerintah
Daerah

Domain

Nama Sub Domain Pemerintah
Daerah

w

Nama Domain Pemerintah Desa

Domain

N

Rancangan Kebijakan domain
arsitektur infrastruktur dalam
Arsitektur SPBE Pemerintah
Daerah

Rancangan Kebijakan domain
arsitektur aplikasi dalam
Arsitektur SPBE Pemerintah
Daerah

Rancangan Kebijakan peta
rencana SPBE Pemerintah
Daerah

Rancangan Kebijakan rencana
dan anggaran SPBE Pemerintah
Daerah

Penyusunan proses bisnis di
Lingkungan Dinas Kominfo

Data dan informasi
dibagipakaikan

Data

10

Aplikasi SPBE Pemerintah
Daerah yang sudah ditempatkan
di Pusat Data Nasional

Aplikasi

11

Pusat Data Pemerintah Daerah
yang menjadi bagian dari Pusat
Data Nasional

Unit

12

Pusat komputasi yang terhubung
dengan Pusat Data Nasional

Unit

13

Pusat pusat kendali yang
terhubung dengan Pusat Data
Nasional

Unit

14

Pusat komputasi yang
diselenggarakan pemerintah
daerah

Unit

15

Pusat kendali yang
diselenggarakan pemerintah
daerah

Unit

16

Perangkat daerah di pemerintah
Kab/Kota yang terhubung
dengan Jaringan Intra
Pemerintah Daerah Kab/Kota

Perangkat
Daerah

2024-
2025

03 Februari
2026




17

Perangkat Daerah yang
terhubung dengan Sistem
Penghubung Layanan
Pemerintah Daerah

Perangkat
Daerah

18

Aplikasi SPBE Pemerintah
Daerah yang terhubung dengan
Sistem Penghubung Layanan
Pemerintah Daerah

Aplikasi

19

Sistem Penghubung Layanan
Pemerintah Daerah yang
terhubung dengan Sistem
Penghubung Layanan
Pemerintah

Aplikasi

20

Kapasitas Kecepatan bandwidth
yang tersedia di Pemda

21

Perangkat Daerah yang memiliki
akses internet

Perangkat
Daerah

22

Perangkat Daerah yang
memanfaatkan akses internet
yang disediakan oleh Dinas

Perangkat
Daerah

23

Area publik yang memiliki akses
internet yang disediakan oleh
Dinas Kominfo

Titik

24

Aplikasi khusus yang dibangun
dan/atau dikembangkan oleh
pemerintah daerah

Aplikasi

25

Aplikasi khusus yang
didaftarkan ke Kementerian
Kominfo

Aplikasi

26

Aplikasi Umum yang telah
dimanfaatkan

Aplikasi

27

Layanan Pemda yang
memanfaatkan Portal pelayanan
Pemerintah Daerah terintegrasi,
yaitu Portal Pelayanan Publik,
Portal Administrasi
Pemerintahan, dan/atau Portal
Data Nasional

Layanan

28

Layanan administrasi
pemerintahan berbasis
elektronik yang diselenggarakan
pemda

Layanan

29

Layanan publik berbasis
elektronik yang diselenggarakan
pemda

Layanan

30

SK/Ketetapan Pembentukan Tim
Koordinasi SPBE Pemda

Surat
Keputusan

31

Server yang dikelola pemerintah
daerah

Unit




32

Utilisasi server yang dikelola
pemerintah daerah

Persentase

33

Perangkat keras media
penyimpanan TIK yang dikelola
pemerintah daerah

Unit

34

Perangkat keras jaringan TIK
yang dikelola pemerintah daerah

Unit

35

Perangkat keras keamanan TIK
yang dikelola pemerintah daerah

Unit

36

Perangkat keras pheripheral TIK
yang dikelola pemerintah daerah

Unit

37

Dokumen Pelaksanaan
Manajemen Aset SPBE

Dokumen

38

Dokumen Pelaksanaan
Manajemen Layanan SPBE

Dokumen

39

SDM Pemda yang memiliki latar
belakang dan/atau sertifikasi
kompetensi di bidang TIK

Orang

40

Pedoman Penyelenggaraan
Program Kota Cerdas sesuai
dengan Masterplan
Kabupaten/Kota Cerdas

41

Inovasi Program Kota Cerdas
sesuai dengan Masterplan
Kabupaten /Kota Cerdas

Inovasi

42

Pengguna SPBE yang
mendapatkan literasi SPBE

Orang

43

Audit TIK internal

Dokumen

44

Audit TIK eksternal

Dokumen

45

Khalayak sasaran yang terpapar
informasi terkait peraturan
bidang informasi dan
komunikasi publik

Orang

46

Aduan Masyarakat yang masuk
ke SP4N-Lapor

Aduan

47

Aduan Masyarakat yang masuk
ke kanal selain SP4N LAPOR

Aduan

48

Jumlah Kanal pengaduan
masyarakat yang dimiliki atau
dikelola pemerintah daerah

Kanal

49

Frekuensi laporan Isu publik
yang dipantau

Laporan

50

Strategi Komunikasi Publik yang
disusun

Dokumen

51

Komunikasi krisis yang telah
dikelola

Laporan

52

Prosedur penanganan
komunikasi krisis

SOP

53

Konten Foto

Konten Digital




54 | Konten Teks Konten
55 | Konten Grafis Konten
56 | Konten Audio Video Konten
57 | Konten Audio Konten
58 | Konten digital yang Konten
menggunakan bahasa setempat
59 | Pertemuan tatap muka Kegiatan
60 | Diseminasi melalui Media Kegiatan
Berbayar
61 | Diseminasi melalui Earned Media | Kegiatan
62 | Diseminasi melalui shared media | Kegiatan
63 | Diseminasi melalui Media Kegiatan
Komunikasi Publik Pemerintah
Daerah
64 | Khalayak yang terpapar Orang
informasi publik melalui semua
kanal
65 | Media cetak yang dikelola Pemda | Media
66 | Saluran TV yang dikelola pemda | Saluran
67 | Radio milik Pemerintah Daerah Radio
68 | Media Online yang dikelola oleh | Media
Pemda
69 | Akun media sosial yang dikelola
oleh Pemda
70 | Siaran pers yang dibuat Siaran Pers
71 | Siaran pers yang dimuat di Siaran Pers
media
72 | Komunitas Informasi Masyarakat | Komunitas
73 | Permohonan Informasi Publik Permohonan
yang diselesaikan sesuai
peraturan perundangan
74 | Informasi berkala yang Informasi
disediakan oleh Pemerintah
Daerah
75 | Informasi serta merta yang Informasi
disediakan oleh Pemerintah
Daerah
76 | Informasi setiap saat yang Informasi
disediakan oleh Pemerintah
Daerah
77 | SDM Pemda yang memiliki latar | Orang
belakang di bidang Komunikasi
Publik
78 | SDM Pemda yang memiliki Orang
sertifikasi kompetensi di bidang
Komunikasi Publik
79 | Laporan Dukungan Orang

Administratif, Keuangan, dan




Tata Kelola Komisi Informasi di
Daerah

80

Pengaturan relasi media

Perda/Perkada

81

Perangkat daerah yang
mendapatkan sosialisasi
program Kabupaten/Kota Cerdas

Perangkat
Daerah

82

Jumlah kegiatan statistik
sektoral yang telah dilengkapi
metadata

Dokumen

83

Jumlah kegiatan statisik sektoral
yang telah dilengkapi standar
data

84

Jumlah Indikator Statistik
Sektoral yang menerapkan Kode
Referensi

85

Jumlah Statistik sektoral yang
telah dilengkapi analisis
kebutuhan data dan konfirmasi
hasil

Dokumen

86

Persentase kegiatan statistik
sektoral yang rilis tepat waktu

Persentase

87

Jumlah Statistik Sektoral yang
sudah meminta rekomendasi
dari Pembina Data Statistik

Dokumen

88

Jumlah pegawai yang
mendapatkan pelatihan di
bidang statistik

Orang

89

Jumlah pegawai yang
mendapatkan pelatihan di
bidang manajemen data

Orang

90

Persentase OPD yang
menggunakan data Statistik
untuk Perencanaan, Monitoring,
dan Evaluasi Pembangunan
dan/atau Penyusunan Kebijakan

Persentase

91

Jumlah pembinaan dibidang
statistik yang dilakukan oleh
walidata terhadap produsen data

Laporan

92

Jumlah sosialisasi hasil statistik
sektoral dalam rangka
peningkatan literasi pengguna
data

Laporan

93

Kebijakan Tata Kelola Jaring
Komunikasi Sandi Pemerintah
Daerah yang Ditetapkan

Dokumen

94

Kebijakan Tata Kelola Keamanan
Informasi Pemerintah Daerah
yang Ditetapkan

Dokumen




95

Perangkat Daerah yang Telah
Menggunakan Layanan
Keamanan Informasi

Perangkat
Daerah

96

Perangkat Daerah yang
Terhubung dalam Jaring
Komunikasi Sandi

Perangkat
Daerah

97

Laporan Analisis Kebutuhan
Sumber Daya Keamanan
Informasi Pemerintah Daerah
Kabupaten Kabupaten /Kota

Laporan

F

Laporan Pelaksanaan Keamanan
Informasi Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota Berbasis
Elektronik

Laporan

99

Laporan Pelaksanaan Keamanan
Informasi Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota Berbasis Non
Elektronik

Laporan

100

Laporan Pengelolaan Sumber
Daya Keamanan Informasi
Pemerintah Daerah Kabupaten
Kabupaten /Kota

Laporan

Pihak Kedua

H. Erisman Yahya

Tembilahan, Januari 2025

Pihak Pertam

.

Dr. Tro Beni Putra, SE., MM




